
 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR 41 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 24 TAHUN 

2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 

KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA DI KABUPATEN BLORA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga 

kesehatan yang melaksanakan tugas penanganan 

Coronavirus Disease (COVID-19) di Kabupaten Blora 

secara langsung, perlu diberikan kuota khusus bagi 

anak tenaga kesehatan yang bersangkutan pada 

penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Blora; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama di Kabupaten Blora; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

 



 

2 
 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang  

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor  23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6041); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2016  Nomor 11,  Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 

4); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 

44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591); 

12. Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah 

Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2020 Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA 

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut: 

 

1.  Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 17 

(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf b diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari: 

a. keluarga ekonomi tidak mampu; dan  

b. keluarga tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas 

penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) secara langsung. 

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak 

mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan 

dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program 

penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah. 

(3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tenaga kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan 

surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. 

(4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan 

peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi 

Sekolah yang bersangkutan.  

2.  Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

(1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan  keluarga tidak 

mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan surat 

keterangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) wajib 

dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon 

peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum 

apabila terbukti memalsukan bukti yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Sekolah dan Pemerintah Daerah wajib 

melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti 

hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 17 Juni 2020  

BUPATI BLORA, 

              Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 17 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

   Cap Ttd. 

                   KOMANG GEDE IRAWADI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 41 

 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 
 
 

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si 
NIP. 19760905 199903 2 004 

 
 


